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Obat ini bekerja dengan menghambat rep-

likasi virus dalam tubuh. ÒRemdesivir merupa-

kan obat antivirus. Dulu dikembangkan untuk

mengatasi virus-virus RNA dan pernah dico-

bakan saat ada wabah Ebola dan MERS,Ó tu-

tur Guru Besar Farmakologi, Fakultas Far-

masi UGM ini.

Zullies menyampaikan, remdesivir hanya

boleh digunakan pada pasien terkonfirmasi

positif Covid-19 dengan usia di atas 12 tahun

dan berat badan minimal 40 kg. Obat diberi-

kan melalui injeksi dengan infus. Hari pertama

sebanyak 200 miligram, hari kedua dan beri-

kutnya diberikan 100 miligram/hari. Pem-

berian obat dilakukan 5-10 hari.

Kendati dapat membantu pengobatan

Covid-19, Zullies menyebutkan, remdesivir

memiliki sejumlah efek samping. Di antaranya

mual dan muntah. Remdesivir juga bisa me-

ningkatkan enzim transaminase di liver se-

hingga berpotensi merusak liver. Oleh sebab

itu, penggunaan obat ini harus secara hati-

hati pada pasien yang terindikasi memiliki

gangguan fungsi hati.

Menurut Zullies, hingga saat ini belum ada

laporan adanya interaksi obat remdesivir de-

ngan obat lain. Namun, ada kemungkinan

penggunaan obat lain justru akan memen-

garuhi ketersediaan remdesivir dalam darah. 
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ÒSeluruh fraksi, menaruh sungguh-sungguh

perhatian kepastian hak-hak bekerja. Selalu

menjadi hal yang perlu diperjuangkan dalam

tingkat panja,Ó ujar Supratman.

Ada sejumlah poin yang disetujui selama

pembahasan RUU Cipta Kerja. Beberapa di

antaranya terkait pesangon, upah minimum

dan jaminan kehilangan pekerjaan. Terkait

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pe-

merintah dan DPR juga sepakat tetap dija-

lankan dengan syarat atau kriteria tertentu.

UMK juga tetap menyesuaikan inflasi dan ti-

dak dikelompokkan secara sektoral.

Poin lain yang juga disetujui adalah soal

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Ja-

minan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan

Kerja. Semua jaminan kehilangan pekerjaan

ini, pada intinya disetujui untuk tetap disubsidi

melalui upah dengan menggunakan data

BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menegaskan, RUU Cipta Kerja tidak

akan menghilangkan hak cuti haid dan hamil.

Selain itu, persoalan pemutusan hubungan

kerja (PHK) tetap diatur dalam UU No 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.   
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Pembahasan RUU Cipta Kerja ini se-

jak awal terkesan terburu-buru. Pa-

dahal jika melihat dari banyaknya pasal

yang ada, apalagi jumlah Daftar

Inventarisasi Masalah yang lebih dari

7.000, mestinya harus dilakukan seca-

ra hati-hati. Pembahasan RUU yang

terkesan dikejar target dan menggu-

nakan basis ukuran waktu serta kepen-

tingan ini dinilai tidak tepat, sebab in-

dikator-indikator tersebut hanya bisa di-

gunakan untuk membahas penyu-

sunan Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-Undang (Perppu) yang

memang digunakan saat keadaan gen-

ting/darurat. Pembahasan RUU

mestinya dilakukan dengan seksama.

Banyak pihak menilai, pembahasan

RUU ini agar cepat disahkan dan

melancarkan masuknya kembali inves-

tasi sangat tidak beralasan. Apalagi

saat ini penanganan pandemi Covid-19

seharusnya masih menjadi fokus uta-

ma negara.

Selain  fokus penanganan Covid-19

yang terus naik kasusnya, pengesahan

RUU Cipta Kerja di masa pandemi ini

tidak tepat momentumnya. Seperti

yang kita ketahui bersama, salah satu

bidang yang terdampak besar pandemi

Covid-19 adalah bidang ketenagaker-

jaan. Berbagai masalah kegagalan pe-

menuhan upah dan THR hingga PHK

massal timbul di hampir seluruh daerah

Indonesia. Keberadaan UU Ketenaga-

kerjaan dan berbagai peraturan pelak-

sanaannya yang saat ini masih berlaku

terlihat belum mampu secara optimal

untuk mengatasi berbagai masalah

yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Apakah kemudian dengan menge-

sahkan RUU Cipta Kerja ini kemudian

dapat menjadi solusi penanganan pan-

demi di bidang ketenagakerjaan? Tentu

saja tidak.

Dilihat dari berbagai pasal dalam

RUU Cipta Kerja klaster ketenagaker-

jaan tidak ada satupun yang mengatur

mengenai lingkup penanganan ketena-

gakerjaan di masa genting/darurat se-

perti pandemi Covid-19. Ironinya, pem-

bahasan RUU Cipta Kerja ini padahal

terus berjalan meskipun Indonesia

sedang dilanda pandemi. Pembahas

RUU ini baik dari DPR maupun Pe-

merintah seakan menutup mata dan

tidak melihat keadaan negara yang

saat ini benar-benar sedang terjadi.

Mengesahkan aturan baru di tengah-te-

ngah masyarakat yang sedang menye-

suaikan diri dan berusaha mengatasi

dampak pandemi ini bukan merupakan

langkah yang bijak. Mentransisikan UU

Ketenagakerjaan ke aturan baru (RUU

Cipta Kerja) bukanlah hal yang dibu-

tuhkan  pihak-pihak yang ada di bidang

ketenagakerjaan saat ini. Jangan sam-

pai justru menambah carut-marut pena-

nganan ketenagakerjaan masa pande-

mi Covid-19.

Merebaknya pandemi Covid-19 ini

mestinya digunakan secara bijak untuk

membahas isi RUU Cipta Kerja lebih

mendalam dengan melihat kondisi ke-

tenagakerjaan saat ini. Jangan sampai

mengesahkan suatu aturan baru yang

muatannya tidak lebih baik dari UU

Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

Dampak pandemi terhadap ketenaga-

kerjaan juga mestinya jadi evaluasi

pembahas RUU untuk memperhatikan

aspek-aspek penting penanganan

masa genting/darurat bidang ketena-

gakerjaan. Pelibatan pekerja sebagai

aktor utama yang diatur dalam RUU

Cipta Kerja mestinya juga menjadi prio-

ritas pembahas RUU Cipta Kerja. 
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